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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa ṡ es (dengan titik di ث
atas) 
 Jim J Je ج
 
 Ha ḥ ح
ha (dengan titk di 
bawah) 
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 zal Ż zet (dengan titik di ذ
atas) 
 Ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 Sin S Es س































zet (dengan titk 
di bawah) 
 ain „ apostrof terbalik„ ع








 qaf Q Qi ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
 mim M Em م
 nun N En ن
 wau W We و










 ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’) 
2. Vokal 
 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa 
Arab. yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 
berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا 
 Kasrah I I ا 









Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah an yā‟ Ai a dan i  ى




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Huruf dan Tanda Nama 
... | 
 ا …I…ى..ا
fatḥahdan alif atau 
yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrahanyā‟ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas وى
 
4. Ta Marbutah 
 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 








Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ    ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika 
huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ّ  
 .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i,(ى
6. Kata Sandang 
 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
 
Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 









8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, 
istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (هلال) 
 
Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Adapun   tā’   marbūṭahdi   akhir   kata   yang   disandarkan   kepadalafẓ   al-
Jalālah 
 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 
10. Huruf Kapital 
 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 








dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 
juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

























Nama : Reri Anggraini 
Nim : 10200116022 
Judul   : Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Kebo  
               Kec.  Lilirilau Kab. Soppeng (Telaah Siyasah Syar’iyyah). 
Skripsi ini membahas tentang Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa 
Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng (Telaah Siyasah Syar’iyyah). Adapun yang menjadi pokok 
permasalahannya adalah 1) Bagaimana strategi Kepala Desa dalam menjalankan perannya terkait 
pengelolaan pembangunan di desa? 2) Bagaimana Kepala Desa merealisasikan pengelolaan 
pembangunan di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng? 3) Bagaimana kendala-kendala yang 
dihadapi Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan pembangunan di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. 
Soppeng? 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian feed kualitatif 
research. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari 
lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yaitu 
data yang diperoleh melalui literature-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis 
data yang digunakan adalah analisis data dekriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Strategi yang akan dilakukan Kepala Desa 
khususnya dalam bidang pembangunan seperti dalam bidang pertanian dengan pembangunan jalan tani 
dan pompanisasi, dalam bidang sarana dan prasarana seperti pembangunan lapangan olahraga, bidang 
kesehatan seperti pembangunan posyandu, serta infrastruktur seperti pembuatan tanggul. 2) wujud atau 
realisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah pembangunan sekitar empat jalan tani, pompanisasi 
untuk mengalirkan air ke sawah-sawah, pembangunan tanggul di sekitar pinggir sungai. Sebelum  
melaksanakan pembangunan, terlebih dahulu mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk mengahdiri 
rapat agar pembangunan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. 3) Kendala yang dihadapi 
Kepala Desa selama melakukan pembangunan adalah sempitnya ruang pemanfaatan sumber daya 
manusia yang ahli dalam bidangnya sehingga pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan 
seperti pembangunan tanggul yang gampang rubuh. 
Implikasi dari Penelitian ini, yaitu 1) Strategi yang dilakukan Kepala Desa tidak menyeluruh, 
pembangunan yang dilakukan hanya pada wilayah tertentu sehingga menimbulkan problema dalam 
masyarakat. Maka dari itu, program kerja yang akan dilakukan seharusnya tidak hanya mencakup 
beberapa program kerja tertentu saja, namun mencakup keseluruhan kebutuhan bagi kesejahteraan 
masyarakat desa. 2) Realisasi pembangunan yang dilakukan Kepala Desa masih minim, perlunya 
peningkatan dalam bidang pembangunan, bidang perekonomian, bidang kesehatan. Perlunya 
pembangunan posyandu yang masih sangat minim, mengaktifkan kembali BUMDes guna membantu 
perekonomian desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 3) Pentingnya pembangunan bagi 
kemajuan suatu desa mengharuskan Kepala Desa untuk melakukan pembangunan dengan 
mempekerjakan sesuai keahlian serta sesuai dengan dana yang smestinya. Selain itu, dalam melakukan 
pembangunan harus sesuai dengan SOP (Standar Operasi Prosedur) agar pembangunan yang dilakukan 
sesuai dengan apa yang diharapkan.  






A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara hukum yang juga menganut sistem 
desentralisasi. Dalam UU No.23 tahun 2014 disebutkan bahwa Desentralisasi 
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.Dengan kata lain, desntralisasi memuat tentang 
penyerahan sebagian tanggung jawab dari yang semula adalah urusan pemerintah 
pusat kepada lembaga-lembaga pemerintahan daerah sehingga menjadi wewenang 
dan tanggung jawab daerah. Dengan adanya desentralisasi diyakini dapat 
menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi 
masyarakat.
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Adanya desentralisasi dapat mengontrol dan lebih memfokuskan 
pada pembangunan pemerataan daerah agar kepentingan-kepentingan masyarakat 
juga dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. 
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sabagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal 









Telah disebutkan pula dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang desa, yang mengatur bahwa desa yang memiliki hak asal usul dan hak 
tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 
maju, mandiri dan demokratis. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa dilarang 
merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri 
sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu serta melakukan 
kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima barang, uang, dan/atau jasa dari pihak 
lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.             
Dengan dianutnya desentralisasi dalam arti luas, maka dibentuklah 
pemerintahan lokal/pemerintahan setempat atau lokal government yang memiliki 
arti bahwa Pemerintahan Daerah adalah bagian dari pemerintah suatu Negara atau 
bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan suatu undang-
undang, yang memiliki lembaga-lembaga/badan-badan yang menjalankan 
pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut yang dilengkapi 
dengan kewenangan untuk membuat peraturan, serta memberikan pelayanan 
kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. 
Selanjutnya disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, 












Kepala desa adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di 
desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina, dan 
mengembangkan desanya. Kepala desa ini dibina langsung oleh bupati/walikota. 
Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
kecamatan sudah tidak menjadi wilayah administrasi yang membawahi desa.  
Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri 
atau biasa disebut self-governingcommunity. Setelah itu, desa diakui oleh 
pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya 
berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. 
Dalam memenuhi kebutuhannya di bidang pemerintahan, masyarakat desa 
mempunyai lembaga pemerintahan berupa organisasi pemerintahan desa. Pada 
bidang ekonomi, masyarakat desa mempunyai lembaga ekonomi berupa sistem 
kepemilikan tanah yang berbentuk organisasi, yakni kelompok tani dan KUD. 
Untuk memenuhi kebutuhannya dalam partisipasi politik, masyarakat mempunyai 
lembaga yang disebut Kumpulan Desa, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan 
beberapa nama lain. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial 
budaya, masyarakat desa mempunyai arisan kerja, sambatan, gotong royong, 
jamaah pengajian, kumpulan pencak silat, kumpulan seni tradisional, dan lain-
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lain. Semua lembaga tersebut begitu teratur, mapan, dan fungsional dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.
3
 
Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi 
pemerintahan yaitu kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  
Berdasarkan prinsip demokrasi, kepala desa wajib memberikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/walikota camat 1 
(satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 
BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun ketika musyawarah BPD. 
Mrnginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman 
atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, 
radio komunitas, atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali 
kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan 
laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota 
melalui camat dan BPD. 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemeprintahan desa 
terdapat dua lembaga, yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi 
menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan 
BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4
 
Daerah pedesaan merupakan tempat di mana masyarakat melakukan 
kegiatan seperti pertanian dan industri-industri kecil. Dalam perkembangannya, 
perekonomian Indonesia sebagian besar berpacu pada ekonomi pertanian dengan 
nilai potensial terbesar yang terletak pada pedesaan. Untuk itu, perlu adanya 
pembangunan terkhusus pada pembangunan di daerah guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola, 
mengakomodir, serta memberdayakan sumber daya alam maupun sumberdaya 
manusia yang ada di daerah. 
Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan 
perubahan yang lebih baik yang dilakukan secara terus menerus demi 
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pmerintah membentuk Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan yaitu untuk mendorong kemandirian desa 
dalam memenuhi anggaran untuk melakukan pembangunan. 
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan desa, memiliki 
kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya 
pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak yang sangat 
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berpengaruh bagi pembangunan desa. Peran seorang kepala desa adalah hal yang 
sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, 
yaitu berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, 
menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut 
bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.
5
 
Pada era yang berbasis informasi dewasa ini, kepala desa akan menjadi 
sumber kekuatan bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya apabila kepala desa 
tersebut memiliki kemampuan yang handal serta relevan dengan tuntutan 
pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam hubungan ini, kepala desa sebagai 
pengayom masyarakat dan desainer masa depan masyarakat, jelas memerlukan 
kemampuan yang memadai agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan 
bagi perkembangan masyarakat dalam situasi yang semakin kompetitif. 
Kepala desa harus berupaya untuk mengembangkan kemampuan kepala 
desa sesuai dengan desain pekerjaan dan rencana pengembangan pembangunan, 
baik pada masa sekarang maupun yang akan datang berdasarkan proyeksi 
pengembangan desa yang telah tertuang dalam tujuan jangka panjang dan strategi 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini  berfokus pada: 
1. Peran Kepala Desa 
2. Pengelolaan Pembangunan 
3. Siyasah Syar’iyyah 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun judul skripsi ini adalah: “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan 
Pembangunan di Desa Kebo Kabupaten Soppeng (Telaah Siyasah Syar’iah), dapat 
diberikan beberapa pengertian agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 
mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan 
beberapa pengertian berikut ini: 
1. Peran Kepala Desa 
Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang 
diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. 
Pengertian Kepala Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang 
mengepalai desa. Arti lainnya dari Kepala Desa adalah Lurah. 
Jadi, pengertian Peran Kepala Desa adalah suatu tugas dan tanggung jawab 
yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan penuh 
dalam suatu desa. 
2. Pengelolaan Pembangunan 
Pengertian Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 








dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu 
merumuskan kebiajksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang 
memberikan pengawasan pada semua hal. Pengertian Pembangunan menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membangun. 
Jadi, pengertian Pengelolaan Pembangunan adalah suatu proses atau cara 
yang dilakukan dengan menggerakkan tenaga orang lain untuk membangun atau 
menata suatu wilayah tertentu. 
3. Siyasah Syar’iyyah 
Pengertian Tatanegara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk 
negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Pengertian 
Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh 
Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an yang 
diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.  
Jadi, pengertian Siyasah Syar’iyyah adalah suatu prinsip tatanan peraturan 
pemerintah yang di dasari oleh Al-Qur’an dan Hadis.  
NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1 Kepala Desa a. Pengertian Desa 
b. Pemerintahan Desa 
c. Penatalaksanaan Pemerintahan Desa 
d. Pengertian Kepala Desa 








f. Tugas Kepala Desa 
g. Hak-hak Kepala Desa 
h. Kedudukan Kepala Desa 
i. Program Pokok Kepala Desa 
2 Pengelolaan Pembangunan a. Pengertian Pembangunan 
b. Asas Pembangunan Desa 
c. Teori Pembangunan Desa 
3 Siyasah Syar’iah a. Pengertian Siyasah Syar’iyyah 
b. Kepemimpinan dalam Islam 
 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok 
masalah dalam penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana Peran Kepala Desa dalam 
Pengelolaan Pembangunan di Desa Kebo Kabupaten Soppeng (Telaah Siyasah 
Syar’iah)” dengan sub-sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi Kepala Desa dalam menjalankan perannya terkait 
pengelolaan pembangunan di desa? 
2. Bagaimana realisasi pengelolaan pembangunan yang dilakukan Kepala Desa 
di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng? 
3. Bagaimana manfaat pengelolaan pembangunan yang dilakukan Kepala Desa  









D.  Kajian Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini, digunakan beberapa literatur yang masih berkaitan 
dengan pembahasan yang telah dijelaskan. Di antaranya adalah: 
1. H. A. Tabrani Rusyan dalam bukunya yang berjudul “Membangun 
Efektivitas Kinerja Kepala Desa yang di dalamnya membahas tentang 
peran kepala desa, kemampuan kinerja kepala desa, bagaimana 
kemampuan kepala desa dalam menjalankan perannya serta pengawasan-
pengawasan yang dilakukan kepala desa. Dalam buku H. A. Tabrani 
Rusyan, bukan hanya menjelaskan seputar tentang kepala desa namun 
menjelaskan pula peran perangkat-perangkat desa seperti SEKDES 
(Sekretariat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), staf serta 
pelaksanaan teknis desa. Dalam buku ini pula dijelaskan bagaimana 
motivasi kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, bagaimaana cara 
kerja kepala desa yang efektif seperti membangun visi misi desa, kuat fisik 
dan mental, patuh dan taat pada peraturan, cekatan, memiliki komitmen 
yang tinggi, bersikap terbuka, serta yang paling penting yaitu peduli 
terhadap masyarakat. Namun, tidak dijelaskan secara spesifik tentang apa 
saja kendala atau hambatan yang dialami kepala desa selama 
melaksanakan tugasnya.  
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si dalam bukunya yang 
berjudul “Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan” yang di 
dalamnya membahas mengenai pengertian desa, karakteristik masyarakat 








sistem masyarakat. Selain itu, menjelaskan tentang kewenangan desa,  
konsep pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Namun, 
dalam buku ini hanya menjelaskan seputar pembangunan serta peran 
masyarakat di desa, bagaimaana strategi yang dilakukan masyarakat dalam 
turut serta membangun desa, tidak menjelaskan tugas dan wewenang 
aparat desa padahal dalam melakukan suatu pembangunan desa yang 
berperan utama adalah aparat desa khusunya kepala desa sebagai 
pemimpin yang memberikan arahan kepada masyarakat. 
3. Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa 
Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh” yang dimana di dalamnya 
membahas mengenai pemerintahan desa, bagaimana sistem pemerintahan 
desa serta tujuan dari pemerintahan desa, peran dan fungsi kepala desa, 
peraturan desa serta strategi dan program pokok yang dirancang kepala 
desa guna membangun desa ke arah yang lebih baik. Namun, tidak 
dijelaskan secara spesifik mengenai mekanisme serta tatacara pemilihan 
kepala desa, dalam buku ini tidak pula menyinggung tentang perangkat 
desa. Padahal telah disinggung sebelumnya mengenai sketsa desa itu 
sendiri. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan 
khusus yaitu: 








Untuk mengetahui peran kepala desa dalam Pengelolaan Pembangunan di 
Desa Kebo Kabupaten Soppeng. 
b. Tujuan Khusus 
1. Untuk mengetahui strategi Kepala Desa dalam menjalankan perannya terkait 
pengelolaan pembangunan di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. 
2. Untuk mengetahui realisasi Pengelolaan Pembangunan yang Dilakukan oleh 
Kepala Desa di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. 
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam 
melakukan pengelolaan pembangunan di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. 
Soppeng. 
1. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang strategi kepala desa 
dalam melakukan pengelolaan pembangunan di desa. 
b. Menambah wawasan tentang realisasi Kepala Desa dalam melakukan 
pengelolaan pembangunan di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. 
c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang apa saja kendala yang dihadapi 











1. Pengertian Desa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 
berada di daerah Kabupaten.
6
 
Desa berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, 
tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan 
hidup, dengan suatu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.
7
Desa 
merupakan suatu pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Akan 
tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak 
membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. 
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki betas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Desa diakui oleh pemerintah colonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, 
dan akhirnya menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan 
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masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajek yang 
bertugas mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Teer Haar 
berpendapat bahwa masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen, yang 
meliputi sekumpulan orang yang teratur, lembaga yang bersifat ajek dan tetap, 
serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda.  
Komponen pertama, yaitu desa merupakan sekumpulan orang yang teratur. 
Artinya dalam desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemsyarakatan 
yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada pola yang 
mengatur tindakan sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, serta 
setiap fungsi yang telah disepakati bersama. Pada kenyataannya, di dalam sebuah 
desa tidak hanya ada orang-orang yang tinggal bersama, melainkan orang-orang 
yang tinggal bersama tersebut membentuk suatu sistem kerja sama yang teratur. 
Orang-orang yang tinggal di desa mengatur diri dengan cara memposisikan diri 
dalam status, peran, serta fungsi tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan 
hidupnya.  
Komponen kedua, yakni mempunyai lembaga yang bersifat tetap dan ajeq. 
Artinya, masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga 
berasal dari kebiasaan, tata tindakan dan adat istiadat. Lembaga ini menjadi pola 
perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya. 
Masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai lembaga-
lembaga sosial yang melekat pada dirinya. Pola perilaku itu berjalan dengan 
sendirinya, tanpa ada yang mengatur atau memaksa, dan jika tidak dilakukan akan 








Komponen ketiga, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta 




Desa merupakan suatu wilayah dengan batas tertentu yang di dalamnya 
dihuni oleh masyarakat yang dikepalai oleh Kepala Desa sebagai pemimpin 
kemudian  membentuk sistem kerja atau aturan dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan dan mensejahterahkan masyarakat. 
2. Pemerintahan Desa 
Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
Pmerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa 
mempunyai tugas pokok: 
a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, 
pembangunan dan pembinaan masyarakat. 
b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten. 
Dalam penatalaksanaan pemerintah desa dalam RUU Desa disebutkan 
beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu: 
a. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan 
perangkat desa. 
b. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disingkat BPD, adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang 
berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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c. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa. 
d. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam 
sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan 
permasalahan kehidupan masyarakat setempat. 
e. Penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan 
perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa yang 
maju dan mandiri. 
f. Pembentukan desa adalah pemberian status desa. 
g. Penghapusan desa adalah pencabutan status sebagai desa dan selanjutnya 
digabung ke desa lain yang bersandingan. 
h. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru. 
i. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk di dalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban desa. 
j. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah 
rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa. 
k. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan 








l. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
kepala desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD.
9
 
Tujuan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara desa adalah untuk 
mengatur kinerja aparat desa dan memenuhi program kerja yang telah disepakati 
dalam membangun desa serta pemenuhan pelayanan terhadap kepentingan 
masyarakat. 
Reformasi pemerintahan desa dimaksudkan untuk memperbarui dan 
memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan 
desa. Dengan demikian, desa yang sudah direformasi memberikan nuansa sebagai 
berikut: 
a. Kepala desa dan kepala dusun dipilih secara langsung oleh warga masyarakat 
desa melalui pemilihan secara adat. 
b. Dibentuk Dewan Perwakilan Desa atau lembaga rembuk desa yang merupakan 
salah satu unsur dalam pemerintahan desa. 
c. Mengembalikan sumber-sumber asli pendapatan desa seperti: hak ulayat atas 
tanah, ha katas hutan desa, ha katas barang galian tambang pasir dan 
kerik/koral, pajak-pajak pasar/kalangan, pajak dan retribusi desa serta 
pungutan-pungutan yang resmi diatur keputusan desa dan tidak termasuk 
wewenang atasan. 
d. Mekanisme administrasi desa yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak 
terbelenggu oleh rantau birokrasi baik di kecamatan atau di kabupaten. 
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Adanya reformasi pemerintahan desa akan memberikan dampak yang baik 
bagi masyarakat desa karena mekanisme administrasi desa akan lebih efektif dan 
efisien, serta sarana dan prasarana desa yang memadai memudahkan untuk 
melakukan pembangunan. 
3. Perangkat Desa 
Perangkat Desa terdiri atas: 
a. Sekretaris Desa 
Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah 
mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. 
1. Tugas Pokok  
Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan 
pengelolaan administrasi desa mempersiapkan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
2. Fungsi 
a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 
kelancaran tugas Kepala Desa. 
b. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan. 
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c. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan 
sementara. 
d. Penyiapan bantuan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
e. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
f. Mengkordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas urusan. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
Sekreataris Desa selaku pembantu Kepala Desa memiliki tanggung jawab 
dalam melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran 
pendapatan desa dan pembangunan, mengelola keuangan serta administrasi 
pemerintahan desa.   
b. Pelaksana Teknis 
1. Kepala Urusan Pemerintahan 
Kepala-kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa. Kepala Dusun diangkat 




a. Tugas Pokok : membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan 
administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembentukan keamanan 
dan kebijakan masyarakat desan, mempersiapkan perumusan kebijakan 
penataan, penyelenggaraan penyusunan produk hukum desa. 
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b. Fungsi  
Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan adalah melaksanaan kegiatan 
pencatatan monografi desa, persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan 
penataan kelembagaan masyarakat untuk kelncaran penyelenggaraan 
pemerintahan desa serta Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan 
kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan 
ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil. 
2. Kepala Urusan Keuangan 
a. Tugas Pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan 
sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan 
mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. 
b. Fungsi 
Fungsi Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai pelaknsanaan pengelolaan 
administrasi keuangan desa, Persiapan bahan, penyusunan APB Desa, serta 
sebagai Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 
3. Kepala Urusan Umum 
a. Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi 
umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta 
mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 
b. Fungsi 
Fungsi Kepala Urusan Umum adalah sebagai pelaksana, pengendalian dan 








pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa, pelanksanaan pengelolaan 
administrasi umum, pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan perindistribusian 
alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor,  serta 
pengelolaan administrasi perangkat desa. 
4. Kepala Seksi 
Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala teknis 
bertugas untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi  melaksanakan manajemen tata 
Praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah 
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, 
serta pengelolaan dan pendataan Profil Desa. 
b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan 
sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan 
tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 
taruna. 
c. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan 
motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai 









5. Kepala Kewilayahan 
Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur 
satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam 
pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: 
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 
b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan 
dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 
d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
12
 
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa dalam Desa dibentuk 
Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri.
13
 
Pembentukan perangkat desa memiliki peranan yang sangat penting 
terhadap pemerintahan desa karena membantu dalam melaksanakan pembangunan 
desa, melakukan pemberdayaan masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap 
masyarakat. 
                                                             
12
Tabrani Rusyan, Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa, h. 80-83. 
13
Misdyanti R.G. Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan 








B. Kepala Desa 
1. Pengertian Kepala Desa 
Kepala desa adalah satu-satunya penguasa (pemimpin) dalam pemerintahan 
di sebuah desa. Sebutan kepala desa juga beragam sesuai dengan adat setempat. 
Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang pamong desa. Ia 
bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa serta 
urusan pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat batas-batas dalam 
pelaksanaannya. Ia tidak diperbolehkan mengikuti keinginannya sendiri dalam 
menjalankan tugasnya. Sebelum membuat peraturan desa, kepala desa harus 
menanyakan pendapat dari warga desa tersebut dalam sebuat rapat desa. 
Kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah 
tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa. Namun, 
apabila urusan tersebut telah diserahkan kepada pihak lain, tanggungjawabnya ada 
pada pihak tersebut. Selain itu, jika timbul kerugian pada desa yang diakibatkan 
oleh kelalaiannya, ia harus mengganti kerugian itu.
14
 
Dalam suatu wilayah, terdapat suatu pemimpin yang akan mengatur segala 
urusan di wilayahnya. Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang 
menjadi panutan bagi masyarakat desa. Kepala Desa selaku pemimpin membuat 
suatu aturan bersama aparat desa yang harus selaras dengan keadaan desa serta 
untuk kesejahteraan masyarakat.  
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa 
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Adapun yang menjadi tugas Kepala Desa sebagai berikut: 
a. Menjalankan urusan rumah tangganya 
Kepala desa bertanggung jawab untuk mengatur serta mengurus segala 
keperluan desa. Seperti melakukan perbaikan jalan, jembatan, melakukan 
pemeliharaan terhadap masjid, serta berbagai pekerjaan umum lainnya. Kepala 
desa memiliki kewajiban untuk mengurus segala pekerjaan umum demi 
mengembangkan desa agar masyarakat juga dapat merasa nyaman dan 
menggunakannya dengan baik. Kepala desa wajib memberikan kemakmuran, 
kenyamanan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. 
b. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat 
c. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong 
Sehubungan dengan uraian di atas, berikut ini disajikan wewenang, tugas 
dan tanggung jawab kepala desa dalam bidang urusan rumah tangga desa. 
a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan. 
b. Bertanggung jawab atas pemeliharaan lembaga-lembaga desa. 
c. Bertanggung jawab atas pengurusan keuangan desa. 
d. Bertanggung jawab atas pemeliharaan milik dan kekayaan desa sesuai dengan 
peraturan-peraturan daerah. 
e. Bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan umum desa 
sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 
f. Mengenai urusan-urusan yang penting sedapat mungkin kepala desa harus 








g. Berwenang untuk memanggil penduduk desa untuk melaksanakan pekerjaan 
desa dengan peraturan-peraturan daerah. 
h. Memimpin rapat desa. 
i. Mengambil keputusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangkutan 
dengan desa setelah memperoleh persetujuan dari rapat desa. Misalnya 
meminjam uang, melepaskan ha katas tanah desa kepada negara, dan 
mengadakan perjanjian yang menimbulkan ikatan. 
j. Mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa. Misalnya 
pasar dan tempat permandian air panas. 
k. Segala kewenangan yang telah ada menurut hukum dan/atau adat tetap menjadi 
kewenangannya. 
l. Melaksanakan tugas pembinaan bagi Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 
m. Menerima urusan tertentu dari Daerah Tingkat II untuk dijadikan urusan rumah 
tangga desa. 
n. Wajib melaksanakan tugas pembantuan dari instansi-instansi pemerintah. 
o. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga desa. 
p. Penandatanganan wesel pos, keterangan-keterangan permohonan pinjaman 
uang ke bank, dan tugas lain yang berbentuk jasa. 
Di bidang pemerintahan, kepala desa bertugas sebagai berikut: 
a. Administrator pemerintahan. 
b. Administrator pemerintahan 








d. Memgang pimpinan kebijaksanaa politik polisionil desa dengan mengindahkan 
wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
e. Menyelenggarakan koordinasi antara dinas dan/atau jawatan yang ada di desa. 
f. Menyelenggarakan pengawasan atas keadaan dan segala kegiatan di desa. 
g. Melindungi, mensejahterahkan, dan mencerdaskan kehidupan penduduk. 
h. Bertanggung jawab mengenai urusan pemerintahan kepada kepala wilayah 
administrative dan mengenai urusan rumah tangga desa kepada kepala daerah 
tingkat II. 
i. Melaksanakan atau membantu unit-unit PKK. 
j. Menyelenggarakan pembangunan masyarakat desa. 
k. Ikut menyukseskan bimas, BUUD/KUD, bank desa dan lain-lain. 
l. Menyukseskan lembaga sosial desa. 
m. Ikut perlombaan desa. 
n. Meningkatkan desa dari tahap swadaya menuju swakarya dan swasembada. 
o. Menggalakkan pembangunan di desa. 
p. Membantu usaha jawatan atau instansi pemerintah yang sedang 
menyelenggarakan sesuatu di desa. Misalnya di bidang pertanian, 
perindustrian, perdagangan, statistik, pekerjaan umum, perkebunan, 
kebudayaan, sosial, dan lain-lain.
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Adapun hal lain yang menjadi tanggungjawab kepala desa dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya. Antara lain: 
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a. Bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Pemusyawaratan Desa. 
b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 




Kepala Desa memiliki tugas yang cukup luas dan bersifat menyeluruh 
dalam pemerintahan Desa. Sebagai orang nomor satu dalam pemerintahan desa, 
Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya khususnya dalam 
bidang pengelolaan pembangunan desa.  
Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 25 
Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) bahwa: 
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Desa berwenang: 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. Menetapkan Peraturan Desa; 
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
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h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya 
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran masyarakat Desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 




Pelaksanaan tugas Kepala Desa harus pula mengacu pada aturan yang 
tercantum dalam  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 yang mengatur tentang 
Tugas Kepala Desa.  
3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Desa berhak: 
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 
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c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya 
yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan 




Selain melaksanakan tugasnya, Kepala Desa juga memiliki hak-hak yang 
bersifat mutlak sebagai penguasa dalam struktur pemerintahan desa untuk 
mengambil keputusan yang harus dijalankan oleh perangkat desa serta dihargai 
dan dijalankan oleh masyarakat. 
4. Syarat-syarat Kepala Desa 
Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi kepala desa adalah 
sebagai berikut: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 
c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang 
mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G-30-S/PKI dan/atau kegiatan 
organisasi terlarang lainnya. 
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan/atau berpengetahuan sederajat 
e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun 
f. Sehat jasmani dan rohani 
g. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya 
h. Berkelakuan baik, jujur dan adil 
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i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana 
j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerah setempat. 
l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. 




Pemilihan Kepala Desa harus dapat selaras dengan kriteria yang 
seharusnya dikarenakan dewasa ini, masih banyak permainan politik yang 
mengakibatkan calon yang terpilih tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan 
karena hanya mengandalkan materi tanpa pengetahuan yang cukup. 
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan akan 
ditetapkan sebagai kepala desa. UU No.23 Tahun 2014 memberikan peluang 
kepada masyarakat hukum adat memilih kepala desa atau sebutan lain menurut 
hukum adatnya. Selain itu, tata cara pemilihan baik pemilihan kepala desa di luar 
maupun di dalam masyarakat hukum adat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 
daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. 
Kepala desa terpilih dan dilantik langsung oleh bupati/walikota paling 
lambat tiga puluh hari setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon 
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yang terpilih. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terlebih dahulu akan 
mengucapkan janji atau sumpah jabatan.
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5. Fungsi dan Kedudukan Kepala Desa 
Fungsi Kepala Desa adalah: 
a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri 
b. Menggerakkan partisipasi masyarakat 
c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya. 
d. Keamanan dan ketertiban masyarakat 
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya. 
Kedudukan Kepala Desa adalah: 
a. Alat Pemerintahan 
Yang dimaksud dengan alat pemerintahan adalah karena kepala desa 
merupakan suatu pimpinan formal yang telah dipilih oleh masyarakat melalui 
pemilu serta telah menerima pengangkatan yang secara resmi dilakukan oleh 
pmerintah dengan maksud untuk mengatur, mengelola serta mengembangkan 
wilayahnya sehingga akan terwujud sistem pemerintahan yang baik (Good 
Govermance). 
b. Alat Pemerintah Daerah 
Kepala desa memiliki peran untuk membangun daerahnya. Dengan 
dibantu oleh perangkat desa melakukan berbagai macam kegiatan, sehingga 
dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
c. Alat Pemerintah Desa 
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Kepala desa memiliki tanggungjawab untuk memajukan kualitas desa, 
mengatur tatanan desa dan masyarakat desa. Kepala Desa sebagai Pemerintah 
Desa diperkuat dengan pasal-pasal sebagai berikut: 
1. Pasal 5: Kepala desa memelihara lembaga-lembaga desa, keuangan dan 
milik serta kekayaan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas segala 
kerugian yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh iktikad tidak 
baik atau kelalaiannya. 
2. Pasal 8: Kepala desa mewakili desa di luar dan di dalam hukum. 
3. Pasal 16: Kepala desa berwenang untuk memanggil penduduk desa untuk 
melaksanakan tugas desa dengan memperhatikan kebijaksanaan dan 
peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten.
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Dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya, Kepala Desa secara teoretis 
berkemampuan untuk melakukan usaha penyerasian antara prakarsa atau 
bimbingan pemerintah dengan keinginan, kemampuan dan kondisi masyarakat 
setempat. Usaha tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut: 
a. Menterjemahkan gagasan, nilai, atau target di luar atau pemerintah agar dapat 
dipahami oleh masyarakat desa. Hal ini penting, sebab pada umumnya instruksi 
atau gagasan dari pemerintah didasarkan pada kerangka referensi rasional dan 
nasional, sedangkan alam pikiran masyarakat desa pada umumnya berdasarkan 
kerangka referensi tradisonal dan lokal. Demikian juga sebaliknya, Kepala 
Desa menterjemahkan gagasan, nilai, atau keinginan masyarakat desa 
sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pihak pemerintah. 
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b. Menawarkan beebagai gagasan, nilai, atau target dalam berbagai alternatif, 
baik dari masyarakat desa kepada pemerintah maupun sebaliknya. Kepala desa 
menggali alternatif-alternatif untuk ditawarkan, dan para pihak yang 
bersangkutan memilih mana yang terbaik menurut kepentingan masing-masing, 
dalam arti menerima, menolak, atau mengajukan alternatif sendiri. 
c. Menggunakan segala posisi yang ada padanya untuk mendukung pilihan yang 
dilakukan oleh masyarakat, dan mengerahkan segenap daya kepemimpinannya 
agar aspirasi masyarakat desa yang dipimpinnya dapat terpenuhi.
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Kepala Desa bertanggung jawab kepada: 
a. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II 




Kepala Desa dipilih secara formal dengan menerima pengangkatan secara 
resmi yang bertujuan untuk mengatur, serta mengembangkan wilayah sehingga 
akan terwujud suatu pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan visi misi 
Kepala Desa. 
Untuk memperoleh hasil yang baik, perlu dipahami oleh kepala desa 
bagaimana cara kerja yang baik, efektif dan efisien serta berdaya guna sehingga 
hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sia-sia. Kepala desa yang baik membawa 
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dampak positif terhadap pelaksanaan tugasnya dan proses pembangunan akan 
berhasil dengan baik jika ditunjang oleh cara kerja yang baik.  
6. Program Pokok Kepala Desa 
Program yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut: 
a. Merumuskan kebijakan pengembangan desa meliputi pola pengembangan desa, 
tingkat perkembangan desa, pembentukan desa baru, penataan kewenangan 
desa dan pembagian wilayah desa, pusat pertumbuhan desa dan wilayah 
berkembang, pendataan dan monografi desa. 
b. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pola hubungan antar desa 
dan penyelesaian perselisihannya. 
c. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan lembaga adat, kerja sama 
lembaga adat dengan lembaga lainnya dalam penyelesaian perselisihan yang 
timbul, serta pelestarian dan pengembangan adat istiadat. 
d. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pendayagunaan aparatur 
pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, sarana pemerintahan desa. 
e. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan Badan Perwakilan Desa, 
sarana Sekretariat Badan Perwakilan Desa, pemberian tunjangan, penghasilan 
Badan Perwakilan Desa. 
f. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pendapatan, potensi 
kekayaan, hasil usaha desa, pinjaman dan sumbangan pihak ketiga pada desa 
dan bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa. 
g. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan tanah kas desa, hutan 








pelelangan ikan, jalan desa, mineral dan pertambangan serta pemakaman 
umum yang diurus oleh desa. 
h. Merumuskan kebijakan penataan dan penyusunan anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 
Setelah merancang strategi, kepala desa kemudian membuat beberapa 
program pokok, di antaranya adalah: 
a. Penataan dan pengembangan desa 
b. Penataan dan pengembangan lembaga adat 
c. Penataan dan pengembangan kerja sama antar desa  
d. Penataan dan pemantapan pemerintahan desa 
e. Penataan dan pemantapan Badan Perwakilan Desa 
f. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, aparatur pemerintah desa 
g. Pengembangan sumber pendapatan dan kekayaan desa 
h. Pengembangan dan pengawasan keuangan desa 
i. Penataan pinjaman desa dan sumbangan pihak ketiga pada desa 
j. Penataan Badan Usaha Milik Desa.24 
Adapun cara kerja yang sebaiknya dilakukan oleh kepala desa agar efektif 
dan berjalan dengan baik, yaitu: 
a. Patuh dan Taat pada Peraturan. 
Bidang gerak atau jangkauan kegiatan kerja kepala desa berhubungan 
dengan berbagai aspek kemanusiaan, yaitu berhubungan dengan berbagai potensi 
yang dimiliki kepala desa seperti kemampuan, bakat, minat, dan sikap. Oleh 
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karena itu salah satu upaya yang dilakukan kepala desa dalam melaksanakan tugas 
dan pekerjaan untuk berprestasi adalah menerapkan komitmen yang baik dalam 
melaksanakan pekerjaan.  
Konsistensi harus menjadi ciri aspek komitmen. Dalam setiap peraturan 
yang digunakan sebagai pedoman perilaku harus ada konsistensi. Konsistensi 
adalah cara dan peraturan yang dipksakan. Dengan cara memberikan hukuman 
kepada kepala desa yang melanggar aturan, dan penghargaan bagi mereka yang 
mematuhi aturan.  
Untuk menekankan betapa pentingnya konsisten dalam perkembangan 
komitmen, kepala desa harus mengetahui cara-cara bekerja yang baik dan 
mengetahui apa yang diharapkan kepala desa serta mengomunikasikannya dengan 
masyarakat secara benar. Dengan konsisten atau komitmen tersebut, kepala desa 
akan dihargai dan ditaati oleh masyarakat dan staf lainnya. Oleh karena itu, 
konsisten harus menjadi suatu budaya, yakni tepat janji, tepat waktu, dan taat 
peraturan. 
b. Mendelegasikan Tugas dan Wewenang 
Kepala desa harus mendukung upaya pemecahan setiap permasalahan, 
namun kepala desa tidak perlu memecahkan persoalan itu sendiri atau secara 
langsung. Kepala desa dapat menyerahkan atau membagi tugas dan wewenang 
tersebut kepada wakil atau masyarakatnya. Dengan demikian, apabila masalah 
tersebut berhasil dipecahkan, masyarakat akan memperoleh kepuasan. Hal ini 








dalam melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya serta memecahkan berbagai 
persoalan sendiri secara lebih baik. 
c. Tegas  
Kepala desa harus bersedia menetapkan standar-standar tertentu, menaati 
serta memberlakukannya tanpa pandang bulu kepada wakil dan seluruh 
masyarakat. Kepala desa selalu memikul tanggung jawab utama atas keberhasilan 
dan terselesaikannya suatu misi. Mereka yang menghambatnya, seperti pekerjaan 
karyawan desa yang kurang efektif dan tidak menunjukkan perbaikan berarti dari 
waktu ke waktu, jelas merugikan desa serta mengurangi waktu, energy dan 
perhatian desa. Dengan begitu, kepala desa harus memberhentikan atau 
mengurangi tanggung jawab mereka yang menghalangi dan memperlambat upaya 
mencapai keberhasilan. 
d. Peduli Dengan Masyarakat 
Kepala desa tidak boleh menganak emaskan salah seorang mansyarakat 
yang berprestasi tetapi harus memperhatikan semua masyarakat yang 
menunjukkan prestasi dan sikap yang baik serta memiliki komitmen kuat terhadap 
pencapaian tujuan bersama.  
Sebaiknya, kepala desa menyapa masyarakatnya setiap pagi, sekedar untuk 
menunjukkan penghargaan, perhatian, dan rasa terima kasih. Pada siang hari, 
kepala desa harus menyapa lebih sering lagi, dan petang hari sebelum pulang, 








sebenarnya menyapa masyarakat sangat penting karena merupakan bagian dari 
perhatian pemimpin kepada anak buahnya.
25
 
Dewasa ini, kepala desa akan menjadi sumber kekuatan yang semakin 
penting bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila kepala desa memiliki 
kemampuan yang handal dan relevan dengan tuntutan pekerjaan yang akan 
dikerjakan, maka pencapaian tujuan pembangunan akan tercapai secara efektif 
dan efisien yang terwujud dalam kinerja yang dijalankannya atau dalam peran 
serta tugas desa yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, kepala desa harus 
merencanakan pengembangan kemampuan kepala desa sesuai dengan desain 
pekerjaan dan rencana pengembangan usaha baik pada masa sekarang maupun 
masa yang akan datang berdasarkan proyeksi pengembangan masyarakat yang 
terutang dalam tujuan jangka panjang dan strategi yang telah dipilih. 
Menurut Michael Zwell (2000: 9), terdapat tiga tonggak penting yang 
menjadi dasar kesuksesan kinerja kepala desa, yaitu kompetensi kepemimpinan, 
kompetensi dari karyawannya, dan budaya kerja yang dapat memaksimalkan 
kompetensi-kompetensi tersebut. 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menjadi hal yang 
dapat mendorong dan mendasari keberhasilan desa dalam menjalankan perannya 
di masyarakat. Oleh karena itu, desa perlu terus berupaya untuk menciptakan 




7. Masalah yang dihadapi kepala desa 
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Adapun masalah yang sering timbul dalam pemerintahan desa ataupun 
kendala yang sering terjadi di anataranya adalah: 
a. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum lengkap 
b. Fasilitas pemerintahan sering terlambat 
c. Kualitas eksekutif, legislative terbatas 
d. Daerah kekurangan referensi 
e. Formulasi perimbangan keuangan antar daerah dengan desa tidak ada. 
f. Kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemdes dan kuantitas sarana 
serta prasarana kerja terbatas. 
Faktor lain yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang sebagai kepala desa adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat 
dalam memberi atau menyumbangkan sesuatu untuk desanya sendiri baik berupa 
fisik, dana maupun sumbangan pendapat atau pikiran. Terkadang setiap keputusan 
yang diambil tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak dapat 
diterima oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan karena adanya 
pengaruh-pengaruh dari luar yang menginginkan keputusan tersebut diubah.
27
 
Faktor penghambat yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas Kepala 
Desa adalah kurangnya pengetahuan dan kedekatan yang terjalin antara Kepala 
Desa dengan masyarakat. Terdapat sikap acuh tak acuh mengenai target yang 
akan dicapai sehingga program yang ingin di jalankan tidak berjalan dengan baik. 
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C. Pembangunan Desa 
1. Pengertian Pembangunan 
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau 




Pembangunan dalam pemikiran Islam bermula dari kata ‘imarah atau 
ta’mir serta kalimat ista’mara yang berasal dari kata “amara” bermakna: 
permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia 
menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.  
Sebagaimana dijelaskan dalam al-qurtubi dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat 
tersebut mengandung arti “perintah” bersifat mutlak dan hukumnya wajib agar 
manusia memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan. 
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup 
seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, 
pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. 
Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi 
ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang 
direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut 
Nurcholis Madjid pemabngunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalifahan 
manusia di muka bumi yang akan dipertanggungjawabkannya nanti di hadapan 
Allah swt. Penjabaran pemenuhan fungsi kekhalifahan ini sangat penting artinya, 
agar manusia mengerti benar caranya berperan. Penjabaran ini memerlukan 
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reinterpretasi terhadap berbagai konsep pembangunan. Dawam Rahardjo (1983) 
pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalifahan, dengan merealisasikan 
sibghah Allah dalam mewujudkan ummatan wasathan.
29
  
Demikian beberapa pendapat yang dipandang perlu untuk mendapatkan 
gambaran secara umum tentang arti dari pembangunan itu. Tetapi ada beberapa 
hal yang perlu mendapat perhatian dan penekanan dari pengertian dasar 
pembangunan. Seperti antara lain bahwa: 
a. Pembangunan itu adalah merupakan suatu proses perubahan yang continue 
atau dengan istilah lain adalah melalui tahapan-tahapan. Karena apabila 
mengabaikan proses proses pentahapan ini sudah terbukti akan dijumpai 
banyak kesulitan-kesulitan bahkan kegagalan-kegagalan dalam 
pelaksanaannya. 
b. Di samping itu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti 
antara lain peningkatan taraf hidup masyarakat maka kegiatan awal dimulai 
dengan pengembangan di bidang ekonomi tanpa melupakan usaha dan kegiatan 
pembangunan di bidang lain.  
c. Yang penting pula dalam rangka kegiatan pembangunan ini adalah melibatkan 
partisipasi dari seluruh masyarakat. Karena pembangunan yang meliputi segala 
segi kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya baru 
akan berhasil apabila benar-benar seluruh rakyat di dalam suatu negara ikut 
serta berpartisipasi dan bertanggung jawab. 
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d. Di samping itu, dalam rangka pembangunan ini, bahwa institusi-institusi 
kemasyarakatan seperti gotong royong pemufakatan, permusyawaratan yang 
hidup dalam masyarakat, perlu diperiksa dengan seksama untuk akhirnya nilai-




Penyelenggaraan pembangunan tidak lepas dari kerjasama yang dilakukan 
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuan dari dilakukannya 
suatu pembangunan adalah untuk mencapai suatu target yang ingin dicapai serta 
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
2. Pembangunan Desa 
a. Makna Pembangunan Pedesaan 
Dalam kaitannya dengan pembangunan umumnya dan pembangunan desa 
khususnya maka penerapan perencanaan di bidang pembangunan desa memegang 
peranan penting pula karena seperti telah dikemukakan, jelas nampak betapa 
sebenarnya manfaat dan pentingnya suatu perencanaan pembangunan desa itu.  
Dan urutan-urutan kegiatan untuk berhasil dan suksesnya pembangunan 
seperti bidang pembangunan desa, maka pertama-tama dituntut adanya kegiatan 
perencanaan, kemudian barulah pelaksanaan (terutama pelaksanaan operasional 
tahunan) dan diikuti dengan kegiatan evaluasi (penilaian).
31
 
Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah menyusun suatu rencana 
pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan. Pemerintah daerah untuk 
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melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan dan potensi 
sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, 
sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat.  
Penduduk negara berkembang sebagian hidup di desa dan wilayah 
pedesaan terdiri atas tertorium (alam), penduduk (manusia), dan kebudayaannya. 
Pembagian pedesaan menurut Mosher bermaksud menghilangkan atau 
mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti 
kurangnya pengetahuan, keterampilan, kesempatan kerja, dan sebagainya yang 
mengakibatkan penduduk wilayah pedesaan miskin. 
Salah satu hambatan penting yang menyebabkan kemakmuran penduduk 
pedesaan di negara berkembang rendah adalah tidak meratanya kepemilikan 
tanah. Misalnya, pada tahun 1973, di Nepal, 63% dari keluarga petani kecil hanya 
memiliki 10,6% dari seluruh tanah pertanian, sedangkan 17,6% dari keluarga 
petani besar memiliki 71,50%. Di Indonesia, hal seperti ini tidak terjadi karena 
terdapat batas maksimum kepemilikan tanah.  
Usaha pertama dari pemerintah untuk membangun daerah-daerah pedesaan 
dimulai dengan landreform, yaitu sejak tahun 1962, terutama dengan keluarnya 
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Namun demikian, 
landreform dalam arti sebenarnya belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena 
menyangkut perubahan struktur kekuasaan, dimana pemilik tanah yang luas 
adalah golongan elit dan pada umumnya pemegang kekuasaan. Padahal dengan 
landreform, pendapatan petani kecil dan petani tak bertanah diharapkan dapat 








akan tetap tinggal membangun desanya, sebab dalam kenyataannya sebagian 
besar yang berpindah ke kota adalah tenaga-tenaga kerja yang tidak memiliki 
tanah pertanian. Pembangunan industri pedesaan dapat menyerap tenaga kerja dari 
sektor pertanian pedesaan, terutama industry rumah tangga dan kerajinan tangan.
32
  
Sasaran program pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan 
kehidupan sosial ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapat 
kesejahteraan yang berarti terpenuhinya kebutuhan material (makanan, minuman, 
pakaian, dan alat-alat rumah tangga) dan spiritual (pendidikan, agama, keamanan, 
kepercayaan terhadap diri sendiri) dengan layak. Untuk mencapai hal itu, sebagian 
keluarga petani memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai 
petani dan sebagian lagi memerlukan mata pencaharian di luar sector pertanian.  
Jadi, dalam pembangunan desa, menurut Mosher, yang menjadi tujuan 
utama adalah bukanlah pertumbuhan pertanian saja, tetapi peningkatan kualitas 
hidup para petani yang sebagian bergantung kepada pendapatan keluarga dan 
sebagian lagi bergantung pada hal-hal lain. Namun, pertumbuhan pertanian perlu 




Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan 
daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial ekonomi, fisik 
(infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sectoral, publik dan 
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Pembangunan pedesaan merupakan suatu proses perubahan yang 
disengaja atau disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh 
angora masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Pembangunan pedesaan meliputi 
seluruh aspek kehidupan masyarakat pedesaan secara holistik komprehensif 




Pembangunan pedesaan dipimpin oleh Kepala Desa sebagai orang yang 
memiliki kekuasaan penuh harus memperhatikan aspek-aspek secara menyeluruh 
dan tidak hanya memfokuskan pada satu aspek saja khususnya dalam bidang 
pembangunan. 
b. Asas Pembangunan Desa 
1. Asas swadaya masyarakat 
Bahwa swadaya dari msyarakat harus menjadi dasar daripada kegiatan 
pelaksanaan PMD. Swadaya masyarakat harus dapat lebih dikembangkan oleh 
usaha-usaha pembangunan masyarakat desa (PMD) menjadi real dan dinamis. 
2. Asas gotong royong/kekeluargaan 
Bahwa asas kekeluargaan merupakan prinsip dan metode pembangunan 
masyarakat desa, agar demikian pembangunan masyarakat desa betul-betul 
merupakan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara menyeluruh (massal 
dan integral). Serta merupakan pembangunan untuk mencapai tujuan pokok, ialah 
menaikkan taraf hidup dan kehidupan serta mewujudkan malsyarakat adil dan 
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makmur berdasakan Pancasila dan dalam hal yang penting atau menyeluruh 
dengan kuasa masyarakat desa. 
3. Asas orientasi kepada kepentingan rakyat 
Ini berarti bahwa usaha-usaha di bidang pembangunan haruslah sesuai 
dengan kebutuhan pokok masyarakat desa. 
4. Asas massal dan integral 
Ini berarti bahwa sejak tahun 1960 kedua asas ini masih tetap diusahakan 
pengembangannya. Namun demikian dengan mengingat kemampuan dan 
kekuatan yang terbatas maka di dalam pelaksanaan perlu diadakan prioritas dan 
pengkhususan dengan bertahap dan selektif. 
5. Asas satu pola nasional 
Bahwa permasalahan negara dan bangsa kita yang sangat penting pada 
hakikatnya adalah permasalahan desa dan masyarakat desa. Dimana desa 
merupakan landasan negara dan bangsa. 
6. Asas pembangunan sosial ekonomi yang seimbang 
Bahwa pada prinsipnya pembangunan masyarakat desa adalah usaha 
pembangunan yang seimbang antara bidang ekonomi, fisik, materil dengan sosial, 
kultural dan mental spiritual.
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c. Teori Pembangunan Pedesaan 
1. Pembangunan pertanian (Agricultural Development) 
Strategi pembangunan pertanian, dikenal dengan gerakan revolusi hijau, 
bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan melalui peningkatan 
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output dan pendapatan. Peningkatan produksi pertanian melalui rekayasa 
teknologi seperti mekanisasi pertanian, pemanfaatan pupuk dan pestisida, dan 
kredit murah pertanian telah berhasil diraih, namun ternyata menikmati hasil 
revolusi hijau ini adalah orang kota yang memiliki tanah pertanian di pedesaan.  
 
2. Industrialisasi Perdesaan (Rural Industralization) 
Strategi industrialisasi pedesaan bertujuan untuk mengembangkan industry 
kecil dan kerajinan. Industry yang akan dikembangkan dengan persyaratan 
keterampilan yang tidak rumit, bahan baku dari dalam atau dekat dengan desa, 
investasi sederhana, dan bisa dikerjakan komplementer dengan bertani. 
3. Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu (Integral Rural Development) 
Strategi pembangunan masyarakat desa terpadu bartujuan untuk 
memudahkan berbagi kegiatan pembangunan seperti memajukan pertanian 
sekaligus industry pedesaan dengan mendorong partisipasi warga serta 
interkoneksinya dengan dukungan pengembangan wilayah perkotaan untuk 
pembangunan pedesaan. 
4. Strategi Pusat Pertumbuhan 
Tujuan strategis pusat pertumbuhan adalah menciptakan titk simpul 
pertumbuhan pada suatu lokasi strategis di antara berbagai desa yang ada. Pusat 
pertumbuhan yang dikembangkan berupa pasar, yang diharapkan mampu menjadi 
sentra penampungan komoditas desa sentra informasi sekaligus.
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Sasaran program pembangunan desa harus selaras dengan kebutuhan 
masyarakat yang dapat dimanfaatkan serta dijadikan lahan untuk pemberdayaan  
masyarakat sesuai dengan tujuan strategi pembangunan yang sebisa mungkin 
memudahkan kegiatan pembangunan yang dilakukan. 
 
 
D. Kepemimpinan dalam Islam 
1. Pengertian Pemimpin Menurut Islam 
Pengertian pemimpin dalam Islam sering disebut dengan kata Khalifah. 
Khalifah ialah menggantikan, mengikuti, datang kemudian, yang berarti mengatur 
sistem negara dan pemerintahan. Meskipun Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah 
sebagai pemikik kekuasaan mutlak, namun menghendaki manusia agar mampu 
berperan sebagai wakil (khalifah) di muka bumi. Oleh karena itu manusia dapat 
mengkliam dirinya mempunyai kekuasaan tak terbatas sepanjang digunakan 
hanya demi memenuhi kehendak-Nya.
38
  
Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khalifah merupakan beban bagi umat 
sepanjang pandangan syara’ untuk kemaslahatan akhirat dan dunia yang akan 
kembali lagi. Sebab hal yang bersifat duniawi menurut syara’ semuanya dapat 
diibaratkan untuk kemaslahatan akhirat. Maka selain kata khalifah konsep  
kepemimpinan dalam Al-Qur’an juga bisa disebut dengan kata Imam. Kata Imam 
merupakan derivasi dari kata Amma-Ya’ummu yang berarti menuju, menumpu 
atau meneladani. Dari akar kata yang sama, lahir juga kata yang antara lain adalah 
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umm yang berarti ibu dan imam yang maknanya juga pemimpin, karena keduanya 
menjadi teladan, tumpuan pandangan dan harapan. Ada juga yang berpendapat 
kata imam pada mulanya berarti cetakan seperti cetakan untuk membuat sesuatu 
yang serupa bentuknya dengan cetakan itu. Dari sini imam diartikan teladan. 
Abu Zahrah berpendapat bahwa imamah dan khalifah merupakan 
kesamaan arti. Dia mengatakan bahwa “imamah juga disebut khalifah, sebab 
orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang 
mengerti. Khalifah juga disebut imam, sebab para khalifah adalah pemimpin yang 
wajib di ikuti. Oleh karena itu, untuk tetap melihat posisi manusi sebagai makhluk 
yang paling mulia yang dipilih Tuhan sebagai pengelola ala mini, maka 
setidaknya dapat diidentifikasi beberapa prinsip pokok dalam kepemimpinan 
Islam secara konseptual, dan hubungan-hubungan antar individu atau antar 
kelompok dalam konteks praktis. Adapun prinsip pokok dalam kepemimpinan 
Islam adalah sebagai berikut: 
a. Saling menghormati dan memuliakan sebagaimana Allah telah memuliakan   
manusia. 
b. Menyebarkan kasih saying. Hal ini merupakan eksplorasi dari risalah Islam 
sebagai ajaran yang utuh, karena dia datang sebagai rahmat untuk seluruh 
alam. 
c. Keadilan. Secara teologis, salah satu golongan yang dijanjikan memperoleh 
ganjaran surga adalah pemimpin yang adil. 
d. Persamaan. Prinsip ini adalah cabang dari prinsip sebelumnya yaitu keadilan, 








e. Perlakuan yang sama. Organisasi dihuni oleh orang-orang yang berbeda. 
Tidak hanya memiliki perbedaan sifat dan karakter, tetapi juga perbedaan 
latar belakang. 
f. Berpegang pada akhlak yang utama. Berperilaku sebagaimana yang 
mencerminkan keutamaan, khususnya yang berkaitan dengan pergaulan 
hidup, lemah lembut, mudah memaafkan, berlapang dada, bersabar, dan 
gemar menolong. 
g. Kebebasan. Islam adalah yang menghargai kebebasan, bahkan Islam tidak 
suka pemaksaan. 
h. Menepati Janji. Dalam ajaran Islam, melarang mengingkari janji, janji 




Dijelaskan dalam QS Al-Anfaal/8:27 dan QS Al-Mu’minun/23:8 tentang 
pentingnya menjaga amanah atau janji dan larangan untuk berkhianat. 
                        
Terjemahan: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 
 
                 
Terjemahan: 
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2. Kriteria Pemimpin dalam Islam 
Kriteria pemimpin menurut Islam adalah setidaknya ia adalah seorang 
pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagus tidaknya seorang pemimpin pasti akan 
berimplikasi kepada apa yang ia pimpin. Karena itu, menajdi pemimpin adalah 
amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin, 
karena kelak Allah akan meminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya 
itu. 
Adapun dasar hukum tentang kepemimpinan menurut Islam dapat dilihat 
pada Q.S.AL-Nisa/4:58-59) yang berbunyi: 
                           
                            
                      
                          
        
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.”(Q.S. Āl-Nisā/4: 58-59). 
 Dalam konteks Islam, aturan-aturan yang berkaitan dengan pemimpin 
yang baik telah diatur, diantaranya: 
1. Beriman dan Beramal Shaleh 
Orang yang beriman, bertaqwa, selalu menjalankan perintah Allah dan 
Rasul-Nya, karena hal tersebut merupakan jalan kebenaran yang 
membawa kepada kehidupan yang damai, tenteram dan bahagia dunia 
maupun akhirat. 
2. Niat yang Lurus 
Niat yang lurus sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin, karena 
sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan 
sesungguhnya setiap orang akan dibalas seseuai dengan niatnya. Karena 
itu hendaklah menjadi seorang pemimpin hanya karena mencari keridhoan 
Allah swt. saja dan sesungguhnya kepemimpinan atau jabatan adalah 
tanggung jawab dan beban, bukan kesempatan dan kemuliaan. 
3. Memutuskan Perkara dengan Adil 
Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang pemimpin mempunyai 
perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi 
terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerumuskan 









4. Menasehati Rakyat 
Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang pemimpin yang memegang 
urusan kaum Muslimin lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak 
menasehati mereka, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama 
mereka (rakyatnya).” (H.R. an-Nasa’i). 
5. Berpegang pada Hukum Allah 
Allah berfirman: 
                          
                             
                
Terjemahannya: 
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 
dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 




Pemimpin dalam Islam atau yang disebut dengan kata khalifah memang 
merupakan penguasa yang tertinggi bagi seluruh umat Islam yang sangat 
mengutamakan akhlak, kejujuran, dan keadilan. Sosok khalifah harus memiliki 
sikap yang tegas serta tanggung jawab yang besar untuk menjaga amanah yang 
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diberikan kepadanya. Maka dari itu, Islam menganggap bahwa segala sesuatu 
yang diperbuat di dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat.  















    Kepala Desa 
Pengelolaan Pembangunan  













A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif lapangan. Adapun penelitian kualitatif ini akan selalu berkembang 
apabila peneliti turun langsung dalam lapangan. Tujuan dari penelitian kualitatif 
yaitu untuk mengungkap fenomena sosial atau berbagai masalah yang muncul di 
lapangan. Selain itu juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap 
objek yang menjadi permasalahan.  
Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah untuk 
memperoleh pengetahuan tentang ”Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan 
Pembangunan di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng”. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penenlitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan 
penelitian. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian 
tersebut  karena terdapat masalah yang memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut 
terkait tentang pengelolaan pembangunan yang  belum terealisasikan dengan baik 
di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. 
Desa Kebo merupakan desa pemekaran dari Desa Lompulle dimana Desa 
Kebo adalah salah satu Desa dari 8 Desa dan 4 Kelurahan yang terdapat di 








Watan Lompulle dan Dusun Kebo. Desa kebo adalah Desa agraris dimana 
sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani padi dan sebagian pula 
berprofesi sebagai petani coklat. 
Tahun 1987 – 1988 letak Desa Lompulle yang dibatasi oleh sungai 
Walennae membuat koordinasi pemerintahan menjadi tidak begitu berjalan lancar. 
Oleh karena itu, Desa Lompulle akhirnya dimekarkan menjadi 2 Desa yakni, Desa 
Lompulle dan Desa Kebo. Di samping itu secara geografis dan kultural, Kebo 
memenuhi syarat berdiri satu Pemerintahan Desa dengan jumlah penduduk kurang 
lebih 3.912 jiwa dan lokasi yang cukup strategis.  
Berdasarkan kondisi tersebut maka terbentuklah Desa persiapan Kebo 
melalui penunjukan Bupati Soppeng dan menetapkan H. Andi Baharuddin sebagai 
Kepala Desa persiapan Kebo untuk memberikan pelayanan masyarakat yang 
maksimal. Beliau selaku Kepala Pemerintahan bersama tokoh masyarakat 
mendirikan Kantor Desa sementara (Non Permanen) sebagai pusat pelayanan dan 
Pemerintahan. Pada tahun pertama, beliau menunjuk dan menerapkan Andi Jamal 
sebagai Kepala Dusun Kebo. 
Pada tahun 1988 – 1997 Desa Kebo ditetapkan sebagai Desa Difentif. H. 
Andi Baharuddin selaku calon tunggal maka diangkatlah beliau sebagai Kepala 
Pemerintahan Desa Kebo. Pada saat itu Desa Kebo banyak mengalami perubahan, 
baik dari fisik maupun non fisik. Dengan demikian, didirikanlah Kantor Desa 
Kebo yang permanen, Polindes sebagai pusat pertolongan kesehatan pertama pada 








masyarakat yang meningkat cukup drastis, begitupula pembangunan di sektor 
pendidikan. 
1. Letak Geografis 
Luas wilayah Desa Kebo : 1281,65 Hektar dengan batas wilayah sebagai 
berikut: 
Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Tadang Palie Kab. Wajo 
Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Baringeng 
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Macanre 
Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Desa Lompulle 
Desa Kebo merupakan salah satu Desa dari Delapan Desa yang berada di 
Kecamatan Lilirilau. Desa Kebo Kecamatan Lilirilau merupakan daerah dataran 
rendah dengan letaknya pada ketinggian 60.000 MDPL. Desa Kebo terletak pada 
110,300 – 110,450 bujur timur dan 7,3000 – 4, 4500 lintang selatan, memiliki Dua 
Dusun, 7 RW dan 22 RT, memiliki Luas sawah 650,00 Ha, luas tanah perkebunan 
606,3 tanah fasilitas umum 2 Ha, dan lahan kering sekitar 23 Ha. Jadi jumlah luas 
wilayah sebesar 1281,65 Ha, serta memiliki jumlah penduduk 3930 jiwa dengan 
1950 penduduk laki-laki dan 1980 penduduk perempuan. 
Iklim di Desa Kebo beriklim tropis dengan tiga musim yakni hujan, 
kemarau dan pancaroba. Musim hujan tiba sekitar bulan November, Desember, 
Januari, dan Februari, sedangkan musim pancaroba tiba sekitar bulan Maret, 
April, Mei, dan Juni. Musim kemarau tiba sekitar bulan Juli, Agustus, September, 
dan Oktober. Di desa Kebo terdapat dua tambang pasir, yang pertama berada di 








masyarakat setempat. Pasir yang dihasilkan kemudian dipasarkan sampai ke luar 
daerah dan tambang pasir yang kedua berada di Dusun Kebo yang dimiliki oleh 
H. Andi Aras kemudian juga dikelola oleh masyarakat setempat. 
Terdapat pula 650 Ha lahan persawahan yang dipergunakan untuk menanam 
padi serta lahan perkebunan seluas 606 Ha yang digunakan untuk menanam 
jagung, coklat dan pisang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian 
untuk dijual. Sepanjang Desa Kebo terdapat aliran sungai Walennae, yang biasa 
digunakan untuk tambang pasir, dan biasa dipergunakan sebagai pompanisasi. 
Terdapat sepuluh pompanisasi, yang dimiliki oleh Andi Sultan dua pompanisasi, 
H. Syamsuddin Dennu tujuh pompanisasi, dan Benggeng satu pompanisasi. 
Masing-masing pompanisasi dikelola oleh masyarakat Desa Kebo yang menjadi 
orang kepercayaan dari pemilik pompa. Pompanisasi ini digunakan untuk 
mengaliri lahan persawahan pertanian.  
2. Kondisi Sumber Daya Pembangunan 
Di Desa Kebo memiliki sumber daya pembangunan sebagai berikut, jalan 
kabupaten sepanjang 7 km, jalan beton (kabupaten) di Dusun Watan Lompulle 
sepanjang 2 km serta beberapa jalan beton lainnya, dan empat jalan tani. Terdapat 
dua jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kebo dengan Desa Lompulle 
kemudian yang menghubungkan Desa Kebo dengan Kelurahan Macanre. 
Sedangkan asset pembangunan di bidang pendidikan terdapat TK dan RA, TK ada 
dua gedung sedangkan RA ada satu gedung, untuk SD ada lima gedung, empat 








berada berada di wilayah Dusun Kebo. Untuk bidang sarana dan prasarana 
olahraga terdapat lapangan sepak bola dan gedung olahraga.  
Untuk pembangunan di bidang sarana dan prasarana kesehatan terdapat 
enam posyandu yang ada di Desa Kebo, ada tiga Posyandu yang sudah memiliki 
gedung sendiri sementara tiga lainnya masih di rumah warga. Terdapat dua 
Poskesdes, satu Pustu dan satu MCK yang ada di Dusun Watan Lompulle. 
Sedangkan untuk pembangunan pada prasarana ibadah terdapat tujuh Mesjid, 
empat Mesjid yang berada di wilayah Dusun Watan Lompulle dan tiga Mesjid 
yang berada di wilayah Dusun Kebo. 
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Pendekatan Teologis Normatif (syar’i) yaitu pendekatan berdasarkan pada 
hukum Islam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis serta 
pendapat-pendapat para ulama. 
2. Pendekatan Yuridis yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data 
sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat 
deskriptif analisis. Hal ini di sebabkan penelitian hukum bertujuan untuk 
meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan 
kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang 
bersifat etis. Artinya pendakatan normatif ini menjadikan hukum sebagai 








3. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang di gunakan untuk mengetahui 
gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat 
Desa Kebo. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
di lapangan yang dilakukan di Kantor Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten 
Soppeng dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui rencana, 
strategi maupun visi misi Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan 
pembangunan di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan 
atau data-data yang bersifat sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan jalan 
menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang 
ada relevansinya dengan penelitian ini. Untuk memperoleh peran Kepala Desa 
dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Program 
Kerja yang akan dilaksanakan. 
D. Metode Pengumpulan Data 









Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala-gejala yang diteliti.
42
 Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini 
mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efktif yang dilakukan 
secara langsung dalam melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Digunakan 
metode ini dengan maksud untuk mengetahaui kenyataan yang ada di lapangan. 
Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan 
menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan data yang efektif mengenai “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan 
Pembangunan di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng”. 
2. Wawancara  
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 
mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi htersebut dilakukan 
dengan dialog (tanya jawab) secara lisan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan langsung dengan sampel dari 
Kepala Desa dan Aparat Desa. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 
dokumen-dokumen, bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar dan 
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E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Peneliti sendiri sebagai instrumen pertama 
2. Pedoman Wawancara/Daftar Pertanyaan 
Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informasi yang 
berupa daftar pertanyaan. 
3. Buku catatan dan Pulpen 
Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
4. Alat Perekam 
a. Kamera  
b. Tap recorder 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Editing data 
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 








memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan atas data myang 
diperoleh dari hasil wawancara. 
b. Klasifikasi Data 
Klasifikasi data adalah teknik dalam menggolongkan dan 
mengelompokkan data berdasarkan hasil penelitian. 
c. Reduksi Data 
Reduksi data adalah teknik untuk memilih mengurangi yang lebih dan 
menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan data dan memecahkan 
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan hal apa yang 
dipelajari, serta memutuskan apa yang perlu untuk diceritakan kembali. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. 
Suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat 
memperoleh kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila 
telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji 








Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas 
hasil penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triagulasi.  
Teknik triagulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan di luar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 
triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber 
lainnya.
43
 Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Triangulasi sumber adalah membandingkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber dan kemudian di analisis dan menghasilkan sebuah kesimpulan. 
Dan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan 
teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari teknik wawancara di cek 
dengan teknik observasi. Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh untuk 
mengatur validasi hasil penelitian. Peneliti di tuntut meningkatkan ketekunan 
dalam meneliti, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Strategi Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan 
Strategi pemerintah desa dalam hal ini adalah sebagai dinamisator , 
dimana pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan 
bimbingan, pengarahan dan mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada 
setiap pembangunan yang dilaksanakan. Strategi pemerintah desa tersebut, 
diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait 
pembangunan desa dapat tampak yaitu adanya peningkatan partisipasi dalam hal 
sumber daya, dalam hal administrasi dan koordinasi, serta partisipasi dalam 
kegiatan program pembangunan. Pada pelaksanaan program pembangunan, 
diharapkan masyarakat dapat di ajak untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan 
tenaga, harta, barang material, informasi dan ikut melaksanakan apa yang telah 
diputuskan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebo, 
Andi Sultan mengatakan bahwa: 
“Ada beberapa strategi yang akan saya lakukan agar program kerja dapat 
berjalan dengan lancar khususnya dalam bidang pembangunan seperti 
meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat 
dapat di ajak untuk bekerja sama dalam melaksanakan setiap program 
kerja. Selain itu, menyaring hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat serta 
bermanfaat dalam masyarakat maupun desa itu sendiri.
44
 
Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dari hasil wawancara di atas, 
maka hasil analisis bahwa sebelum melaksanakan program kerjanya, Kepala Desa 
memikirkan mengenai cara yang dapat dilakukan agar program kerja yang 
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dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kemajuan desa. Hal 
tersebut mendapat dukungan dari Sekretaris Desa, Andi Tijah yang mengatakan 
bahwa: 
”Langakah-langkah yang kami ambil dalam melakukan pembanagunan 
adalah dengan melakukan survei ke lapangan dengan tujuan untuk melihat 
hal apa yang harus diperbaiki serta di tambah sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan jalan tani dimana di 
desa ini dominan dengan mata pencaharian sebagai petani”. 
Kepala Desa sebagai pemimpin memiliki tugas dan fungsi yang luas dan 
menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Di satu sisi hal 
tersebut menempatkan Kepala Desa sebagai orang yang memiliki aksebilitas 
kekuasaan yang luas baik ke dalam maupun keluar. Namun di sisi lain, kurangnya 
pemahaman masyarakat mengenai strategi seperti wawancara yang dilakukan 
dengan Samia dan Hana yang mengatakan bahwa:  
“Saya tidak paham strategi itu apa. Tapi yang saya lihat terkait dengan 
langkah-langkah atau cara yang dilakukan oleh Kepala Desa kurang baik 
di karenakan kurang dekat dengan masyarakat secara menyeluruh, hanya 
dekat dengan beberapa masyarakat saja sedangkan dalam melaksanakan 
program kerja tentu membutuhkan aspirasi dari seluruh masyarakat”
45
 
Pendapat dari Hana yang mengatakan bahwa: 
“Apabila dilihat dari kinerja Kepala Desa saat ini, terkait mengenai strategi 
atau cara yang dilakukan untuk melakukan pembangunan desa masih 
belum tertata sebagaimana mestinya karena kurangnya kerjasama dengan 
masyarakat sehingga kurang pula partisipasi masyarakat dalam 
menjalankan program kerja yang telah disusun”.
46
 
Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa strategi yang dilakukan oleh 
Kepala Desa khususnya dalam bidang pembangunan harus lebih 
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ditingkatkan lagi, serta kurangnya pemahaman oleh masyarakat mengenai 
pentingnya strategi sebelum melakukan pembangunan. Hal tersebut dapat 
diatasi dengan lebih meningkatkan sikap loyal kepada masyarakat serta 
meningkatkan penyuluhan kepada msayarakat mengenai pembangunan 
yang akan dilakukan agar keseluruhan masyarakat dapat ikut berpartisipasi 
baik pembangunan dalam bidang fisik maupun non fisik. 
 
Pendapat lain dari Asni yang mengatakan bahwa: 
”Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan adalah apabila pembangunan 
dalam bidang fisik tentu harus mengatur dana yang dibutuhkan dan apabila 




Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa adapun cara yang sebaiknya 
dilakukan yaitu memisahkan antara program kerja yang bersifat fisik dan non fisik 
sehingga dapat diatur baik persoalan dana maupun persoalan tenaga dan 
partisipasi masyarakat. Adapun program kerja yang bersifat non fisik 
membutuhkan dana dan program kerja yang bersifat non fisik adalah kerja sama 
antara masyarakat. 
Dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya, Kepala Desa secara teoretis 
seharusnya berkemampuan untuk melakukan usaha penyesuaian antara prakarsa 
atau bimbingan pemerintah dengan keinginan, kemampuan dan kondisi 
masyarakat setempat. Usaha yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 
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1. Menterjemahkan gagasan, nilai, atau target di luar pemerintah agar dapat 
dipahami oleh masyarakat desa. Hal ini penting, sebab pada umumnya 
instruksi atau gagasan dari pemerintah di dasarkan pada kerangka referensi 
rasional dan nasional, sedangkan alam pikiran masyarakat desa pada 
umumnya berdasarkan kerangka referensi tradisional dan lokal. Demikian 
juga sebaliknya, Kepala Desa menterjemahkan gagasan, nilai, atau keinginan 
masyarakat desa sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pihak 
pemerintah. 
2. Menawarkan berbagai gagasan, nilai, atau target dalam berbagai alternatif, 
baik dari masyarakat desa maupun sebaliknya. Kepala Desa menggali 
alternative-alternatif untuk ditawarkan, dan para pihak yang bersangkutan 
memilih mana yang terbaik menurut kepentingan masing-masing, dalam arti 
menerima, menolak, atau mengajukan alternatif sendiri. 
3. Menggunakan segala posisi yang ada padanya untuk mendukung pilihan yang 
dilakukan oleh masyarakat dan mengerahkan segala daya kepemimpinannya 
agar aspirasi masyarakat desa yang dipimpinnya dapat terpenuhi.
48
 
Dewasa ini, Kepala Desa akan menjadi sumber kekuatan yang semakin 
penting bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila Kepala Desa 
memiliki kemampuan yang handal dan relevan dengan tuntutan pekerjaan yang 
akan dikerjakan, maka pencapaian tujuan pembangunan akan tercapai secara 
efektif dan efisien yang terwujud dalam kinerja yang dijalankannya atau dalam 
peran serta tugas desa yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, Kepala Desa harus 
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merencanakan pengembangan kemampuan Kepala Desa sesuai dengan desain 
pekerjaan dan rencana pengembangan usaha baik pada masa sekarang maupun 
masa yang akan datang berdasarkan proyeksi pengembangan masyarakat yang 
terutang dalam tujuan jangka panjang dan strategi yang telah terpilih. 
B. Realisasi Kepala Desa dalam Melakukan Pengelolaan Pembangunan 
Menurut Michael Zwell, terdapat tiga tonggak penting yang menjadi dasar 
kesuksesan kinerja Kepala Desa, yaitu kompetensi kepemimpinan, kompetensi 
dari karyawannya, dan budaya kerja yang dapat memaksimalkan kompetensi-
kompetensi tersebut.  
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menjadi hal yang 
dapat mendorong dan mendasari keberhasilan desa dalam menjalankan perannya 
di masyarakat. Oleh karena itu, desa perlu terus berupaya untuk menciptakan 
kondisi yang kondusif serta memfasilitasi perkembangan dan kemampuan Kepala 
Desa.
49
 Adapun hasil wawncara dengan Kepala Desa terkait realisasi 
pembangunan desa yang mengatakan bahwa: 
”wujud dari pembangunan yang saya lakukan sudah terlihat jelas seperti 
pembangunan sekitar empat jalan tani, pompanisasi untuk mengalirkan air 
ke sawah-sawah, pembangunan tanggul di sekitar pinggir sungai. Sebelum 
saya melaksanakan pembangunan, terlebih dahulu saya mengundang 
tokoh-tokoh masyarakat untuk mengahdiri rapat agar pembangunan yang 
akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pembangunan yang 
saya lakukan bukan hanya dalam bidang fisik saja namun terdapat juga 
pembangunan non fisik khususnya dalam bidang keagamaan seperti 
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pembentukan majelis taklim dan pembentukan TK-TPA untuk anak-anak 
yang ingin belajar mengaji.”
50
 
Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa selain melakukan pembangunan 
fisik, Kepala Desa juga melakukan pembangunan dalam bidang non fisik 
khususnya dalam bidang keagamaan seperti pembangunan majelis taklim yang 
sempat fakum dan pembangunan TK-TPA bagi anak-anak yang ingin belajar 
mengaji. 
Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bernama Andi Tijah yang 
mengungkapkan: 
“wujud pembangunan yang telah dilakukan sudah terlihat jelas seperti 
sekarang pembangunan jalan tani untuk membantu para petani. Meskipun, 




Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa sebelum melaksanakan program 
kerjanya, Kepala Desa mengundang para tokoh masyarakat untuk mengahidiri 
rapat. Namun, meskipun begitu, BUMDes belum berjalan sebagaimana mestinya, 
padahal tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi 
desa. Seperti yang dikatakan salah seorang warga yang bernama Nirwana bahwa: 
“BUMDes di kampung kita ini seperti mati, tidak ada upaya sama sekali 
untuk menghidupkannya. Padahal jika dilihat disini banyak ibu-ibu yang 
menganggur. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan untuk menggali 
keterampilan ibu-ibu entah itu dengan membuat kerajinan lalu dipasarkan. 
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Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa adanya sikap acuh tak acuh yang 
diperlihatkan oleh Kepala Desa maupun Aparat Desa terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Banyak masyarakat yang memiliki aspirasi namun takut untuk 
mengungkapkannya seperti pernyataan Jumriani yang mengatakan bahwa: 
“Memang ada pembangunan yang telah dilakukan, tapi itu hanya di sekitar 
rumah atau tempat tinggal Kepala Desa, dia hanya melakukan 
pembangunan di sekitar kantor desa dan tempat tinggalnya, dan hanya 
memperhatikan warga yang dekat dengannya. Yang diperlihatkan disini 
hanya pembangunan jalan tani itupun sudah lama dan sekarang sudah 
tidak layak lagi. Pembangunan tanggul yang tidak selesai hanya sebagian 
yang selesai, namun meskipun begitu pembangunan dalam bidang non 
fisik sudah sedikit terlihat seperti pengaktifan kembali majelis taklim yang 
dulu sempat fakum. Saya mewakili aspirasi dari masyarakat lain yang 
biasa kurang puas tapi takut untuk mengungkapkan.”
53
 
Serta wawancara dengan salah seorang petani yang bernama Agus yang 
mengatakan bahwa: 
Tidak ada pembangunan yang Nampak jelas di Desa ini, jalan tani juga 
masih dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya, tidak adanya upaya 
Kepala Desa untuk melakukan perbaikan jalan tani. Apalagi saya sebagai 




Dari hasil wawancara di atas, berdasarkan hasil analisis bahwa masih 
adanya masyarakat yang merasa tidak puas akan kepemimpinan Kepala Desa. 
Adanya sikap yang tidak transparansi dan hanya mementingkan beberapa 
                                                             
52
Nirwana, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 
10 Februari 2020. 
53
Jumriani, Tokoh Masyarakat, Wawancara yang Dilakukan di Desa Kebo Kec. Lilirilau 
Kab. Soppeng, 30 Januari 2020. 
54
Agus, Tokoh Masyarakat, Wawancara yang Dilakukan di Desa Kebo Kec. Lilirilau 








kelompok tertentu serta pembangunan yang dilakukan belum terlihat secara jelas 
serta pembangunan non fisik yang dilakukan masih sangat minim karena hanya 
melakukan pembentukan majelis taklim dan TK-TPA. 
Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa adanya sikap tidak transparan 
yang ditunjukkan oleh Kepala Desa, karena pembangunan yang dilakukan tidak 
menyeluruh namun hanya di wilyah tertentu saja. Ketidaktransparansian ini di 
perkuat dengan adanya warga yang justru merasa puas dengan kinerja Kepala 
Desa seperti wawancara dengan Baharuddin, Atirah, serta Nurmi yang 
mengatakan: 
“Pembangunan yang dilakukan cukup terlihat dan sesuai dengan yang 
dibutuhkan masyarakat. Semua berjalan dengan baik khususnya dalam 
bidang pertanian, sangat membantu kami sebagai petani. Kepala Desa 
sekarang sangat baik selalu memenuhi apa yang kita butuhkan”
55
 
Wawancara dengan Atirah yang mengatakan: 
“Program yang dilaksanakan bagus, semua berjalan sesuai dengan visi 




Wawancara dengan Nurmi yang mengatakan: 
“Semua kinerja yang terlihat selama pemerintahan Kepala Desa saat ini 
sangat memuaskan, memenuhi aspirasi masyarakat serta selalu 
menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, 
seperti contohnya memberikan bantuan berupa bahan pokok makanan 
maupun yang berupa materi seperti uang.”
57
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Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa terdapat sisi pembeda antara 
masyarakat yang merasa tidak puas dan masyarakat yang justru merasa puas 
dengan kinerja Kepala Desa saat ini. Hal tersebut menandakan bahwa kurangnya 
sikap adil yang ditunjukkan oleh Kepala Desa, program pembangunan yang 
dilakukan hanya pada lokasi tertentu yang menyebabkan adanya masyarakat yang 
puas dan tidak puas dengan kepemimpinannya. 
Terdapat sisi pembeda antara pemerintahan Kepala Desa pada periode 
sebelumnya dengan periode sekarang seperti pendapat H. Muh Jafar dan Andi 
Tijah yang mengatakan: 
“Tidak ada perubahan, hanya perbedaannya Kepala Desa yang dulu 
membangun Mesjid di salah satu dusun dan Kepala Desa saat ini 
membangun Posyandu. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani, jalan 
pekuburan, dan pompanisasi dulu dan sekarang tetap dilakukan meskipun 
perubahannya tidak mencolok dan kurang terlihat. Padahal jika dilihat 
dana desa sangat cukup untuk melakukan pembangunan.”
58
 
Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa perbedaan antara sistem 
pemerintahan Kepala Desa sebelumnya dengan Kepala Desa sekarang tidak 
signifikan dan hanya terlihat jalan di tempat. Maka dari itu, masyarakat selalu 
mempertanyakan kemana dana desa ditujukan.  
Realisasi kepemimpinan menurut Islam juga sangat penting. Maka dari itu, 
kita perlu mengetahui apakah Kepala Desa dalam merealisasikan program kerja 
sesuai dengan kriteria pemimpin dalam Islam seperti wawancara dengan Imam 
Mesjid Desa Kebo yang mengatakan bahwa: 
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”kriteria pemimpin dalam Islam adalah bersikap adil dan menjunjung nilai-
nilai kejujuran serta tidak bersikap acuh tak acuh terhadap rakyatnya. 
Menurut pandangan saya, realisasi atau wujud kepemimpinan Kepala Desa 




Adapun yang menjadi kriteria pemimpin menurut Islam adalah setidaknya ia 
adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagus tidaknya seorang pemimpin 
pasti akan berimplikasi kepada apa yang ia pimpin. Karena itu, menajdi pemimpin 
adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh 
pemimpin, karena kelak Allah akan meminta pertanggung jawaban atas 
kepemimpinannya itu. 
Adapun dasar hukum tentang kepemimpinan menurut Islam dapat dilihat 
pada Q.S.AL-Nisa/4:58-59) yang berbunyi: 
                           
                            
                      
                          
        
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 
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Program kerja yang sebaiknya dilakukan oleh Kepala Desa agar efektif 
dan berjalan dengan baik adalah dengan sikap peduli terhadap masyarakat. Kepala 
desa tidak boleh menganak emaskan salah seorang masyarakat yang berprestasi 
tetapi harus memperhatikan semua masyarakat yang menunjukkan prestasi dan 
sikap yang baik serta memiliki komitmen kuat terhadap pencapaian bersama. 
Dengan adanya sikap tidak peduli dan hanya mementingkan sebagian kelompok 
saja, tentu melanggar tugas dan kewajiban Kepala Desa yang tercantum dalam 
UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 25 Ayat (1) bahwa: 
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 




Untuk memperoleh hasil yang baik, perlu dipahami oleh Kepala Desa 
bagaimana cara kerja yang baik, efektif, dan efisien serta berdaya guna sehingga 
hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sia-sia. Kepala Desa yang baik membawa 
dampak positif terhadap pelaksanaan tugasnya dan proses pembangunan akan 
berhasil dengan baik jika ditunjang oleh cara kerja yang baik. 
 
C. Manfaat Pengelolaan Pembangunan yang Dilakukan oleh Kepala Desa 
Kebo  
Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menyusun suatu 
rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan. Pemerintah daerah 
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melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan dan potensi 
sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, 
sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat.
61
 
Sasaran program pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan 
kehidupan sosial ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapat 
kesejahteraan yang berarti terpenuhinya kebutuhan material (makanan, minuman, 
pakaian, dan alat-alat rumah tangga) dan spiritual (pendidikan, agama, keamanan, 
kepercayaan terhadap diri sendiri) dengan layak. Untuk mencapai hal itu, sebagian 
keluarga petani memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai 
petani dan sebagian lagi memerlukan mata pecaharian di luar sektor pertanian. 
Dalam pembangunan desa, menurut Mosher yang menjadi tujuan utama 
adalah bukanlah pertumbuhan pertanian saja, tetapi peningkatan kualitas hidup 
para petani yang sebagian bergantung kepada pendapatan keluarga dan sebagian 
lagi bergantung pada hal-hal lain. Namun, pertumbuhan pertanian perlu 




Adapun yang menjadi tujuan pembangunan seperti yang diungkapkan 
Kepala Desa Andi Sultan yang mengatakan bahwa: 
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“Tujuan pembangunan adalah untuk memnuhi target yang ingin dicapai, 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan sumber daya 
manusia contohnya dalam bidang perekonomian masyarakat”
63
 
Wawancara dengan Andi Tijah selaku Sekretaris Desa bahwa: 
“Tujuan dilakukannya pembangunan untuk memajukan desa menjadikan 
desa menjadi lebih baik dari sebelumnya, memanfaatkan pemberdayaan 
masyarakat sehingga perekonomian dapat lebih maju”
64
 
Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa tujuan dari pembangunan desa 
adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 
menajdikan desa lebih maju dari sebelumnya. Selain untuk mensejahterahkan 
masyarakat, Kepala Desa harus memperhatikan potensi yang tepat sebelum 
melakukan pembangunan seperti hasil wawancara dengan Kasang yang 
mengatakan:  
”Tujuan pembangunan yang dilakukan memang untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Namun, sebelum itu harus membagi tujuan dari 
pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Setelah itu, 
barulah dapat menyusun dan memposisikan pembangunan apa yang 




Tanggapan lain dari Ramli selaku Ketua BPD bahwa: 
“Tujuan dari dilakukannya pembangunan adalah tidak lain untuk 
menanggulangi kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, 
pemanfaatan sumber daya dengan mengedepankan gotong royong. Tjuan 
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Berdasarkan hail analisis di atas adalah poin penting yang menjadi tujuan 
dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
memberikan kemajuan terhadap desa dan meningkatkan sistem perekonomian 
desa. Meskipun begitu, agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, 
maka perlu sosialisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan 
masyarakat seperti tanggapan dari salah seorang masyarakat yang bernama 
Herawati: 
”Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, masyarakat membutuhkan 
penyampaian atau sosialisasi sehingga masyarakat juga dapat mengetahui 
bahkan dapat memberikan usulan mengenai hal-hal yang sebaiknya 
dilakukan. Dengan itu, kerjasama antara Kepala Desa dengan masyarakat 
dapat berjalan dengan baik serta aspirasi masyarakat juga dapat disaring 
dan dipertimbangkan. Hal itulah yang kurang terlihat di Desa ini, 
kurangnya sosialisasi yang dilakukan Kepala Desa terhadap masyarakat”
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Dengan adanya masalah ini, sebaiknya Kepala Desa mengetahui 
pemberdayaan masyarakat serta lebih dekat kepada masyarakat. Dengan itu, 
Kepala Desa dapat memilih setiap warga yang memiliki potensi dalam berbagai 
bidang khususnya pembangunan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat ini 
adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berinovatif untuk 
perkembangan yang kreatif dan mampu menjadi generasi yang mandiri. Seperti 
yang dikatakan Suriadi dan Sinardin bahwa: 
“Sangat baik apabila jika ingin melakukan pembangunan, masyarakat 
dibina dan dipilih sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hal itu 
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Tanggapan dari Sinardin yang mengatakan bahwa: 
“Tujuan pembangunan desa tidak lain adalah untuk memajukan suatu desa 
maupun masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, guna meningkatkan 
antusias masyarakat dan kinerja aparat desa. Hal tersebut dapat terealisasi 
dengan baik tentunya apabila pihak aparat desa dan masyarakatnya 
kompak melakukan sumbangan tenaga dan pikiran serta mendiskusikan 
hal-hal apa saja yang akan dilakukan guna memajukan desa itu sendiri. 
Jika ingin mewujudkan tujuan dan sasaran program komunikasi dari 
berbagai pihak sangat di butuhkan.”
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Bertdasarkan hasil analisis di atas bahwa tujuan pembangunan dapat 
terealisasi apabila pemimpin dekat dengan masyarakat, maka kendala akan 
teratasi karena masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam 
kemajuan desa.  
Strategi pembangunan masyarakat desa terpadu bartujuan untuk 
memudahkan berbagi kegiatan pembangunan seperti memajukan pertanian 
sekaligus industry pedesaan dengan mendorong partisipasi warga serta 
interkoneksinya dengan dukungan pengembangan wilayah perkotaan untuk 
pembangunan pedesaan seperti pendapat dari salah satu masyarakat desa yang 
bernama Jamaluddin bahwa: 
“Kepala Desa harus memahami terlebih dahulu tujuan dari dilakukannya 
pembangunan itu sendiri, harus dapat memahami bidang apa yang harus 
diprioritaskan seperti yang kita ketahui bahwa dalam desa ini prioritas yang 
berprofesi sebagai petani. Maka dari itu, perhatikan hal apa saja yang 
dibutuhkan serta bagaimana cara untuk membantu para petani.”
70
 
Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa Kepala Desa sebaiknya 
memperhatikan hal apa saja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti 
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dalam Desa Kebo umumnya berprofesi sebagai petani, maka dari itu 
pembangunan dalam bidang pertanian harus lebih ditingkatkan lagi. 
 Tujuan strategis pusat pertumbuhan adalah menciptakan titk simpul 
pertumbuhan pada suatu lokasi strategis di antara berbagai desa yang ada. Pusat 
pertumbuhan yang dikembangkan berupa pasar, yang diharapkan mampu menjadi 
sentra penampungan komoditas desa sentra informasi sekaligus.
71
Sasaran program 
pembangunan desa harus selaras dengan kebutuhan masyarakat yang dapat 
dimanfaatkan serta dijadikan lahan untuk pemberdayaan  masyarakat sesuai 
dengan tujuan strategi pembangunan yang sebisa mungkin memudahkan kegiatan 
pembangunan yang dilakukan. 
Berdasarkan kaitannya dengan pembangunan umumnya dan pembangunan 
desa khususnya maka penerapan perencanaan di bidang pembangunan desa 
memegang peranan penting pula karena seperti telah dikemukakan, jelas nampak 
betapa sebenarnya manfaat dan pentingnya suatu perencanaan pembangunan desa 
itu. Dan urutan-urutan kegiatan untuk berhasil dan suksesnya pembangunan 
seperti bidang pembangunan desa, maka pertama-tama dituntut adanya kegiatan 
perencanaan, kemudian barulah pelaksanaan (terutama pelaksanaan operasional 
tahunan) dan diikuti dengan kegiatan evaluasi (penilaian).
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Apabila menghadapi segala kendala yang dihadapi oleh seorang 
pemimpin, khususnya dalam bidang pembangunan, diperlukan kerjasama yang 
melibatkan partisipasi oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini Kepala Desa 
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sebagai pemimpin diharapkan mampu untuk menjalankan perannya dengan sebaik 



























Bertolak dari rumusan masalah dari uraian hasil penelitian serta analisa 
yang di kemukakan, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai 
berikut: 
1. Strategi yang akan dilakukan Kepala Desa adalah pembangunan di segala 
bidang. Seperti dalam bidang pertanian dengan pembangunan jalan tani dan 
pompanisasi, dalam bidang sarana dan prasarana seperti pembangunan 
lapangan olahraga, bidang kesehatan seperti pembangunan posyandu, serta 
infrastruktur seperti pembuatan tanggul. 
2. Adapun wujud atau realisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah 
mengadakan rapat desa dengan tokoh masyarakat. Pembangunan yang 
terwujud sekitar empat jalan tani, pompanisasi untuk mengalirkan air ke 
sawah-sawah, pembangunan tanggul di sekitar pinggir sungai.  
3. Manfaat pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sumber daya 
manusia khusunya dalam bidang perekonomian. 
B. Saran 
Bertolak dari temuan penelitian tentang Peran Kepala Desa terhadap 








Soppeng, maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Strategi yang dilakukan Kepala Desa tidak menyeluruh, pembangunan yang 
dilakukan hanya pada wilayah tertentu sehingga menimbulkan problema 
dalam masyarakat. Maka dari itu, program kerja yang akan dilakukan 
seharusnya tidak hanya mencakup beberapa program kerja tertentu saja, 
namun mencakup keseluruhan kebutuhan bagi kesejahteraan masyarakat 
desa. 
2. Realisasi pembangunan yang dilakukan Kepala Desa masih minim, perlunya 
peningkatan dalam bidang pembangunan, bidang perekonomian, bidang 
kesehatan. Perlunya pembangunan posyandu yang masih sangat minim, 
mengaktifkan kembali BUMDes guna membantu perekonomian desa dan 
meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 
3. Manfaat pembangunan bagi kemajuan suatu desa mengharuskan Kepala 
Desa untuk melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat dan 
aspirasi masyarakat juga dapat di saring dan dipertimbangkan agar 
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